REPUBLIK INDONESIA

No.1398, 2015

KEMENSOS. Pekerja Sosial Profesional.
Sertifikasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL

NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL

Menimbang

Mengingat

PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa agar pelaksanaan jenjang keahlian dan persyaratan

pekerja sosial dapat dilaksanakan secara obyektif,

transparan, dan akuntabel, perlu mengubah Peraturan

Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi

Pekerja Sosial Profesional;

1.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

4. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

S. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015
tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 03 TAHUN
2015 TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA  SOSIAL
PROFESIONAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun
2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 379), diubah sebagai berikut :
1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni
ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
(1) Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja
Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.

(1a) Jenjang keahlian Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. generalis; dan
b. spesialis.

(1b) Jenjang keahlian Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1a) huruf b terdiri atas:



